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Segjak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secaraformal didirikan. Melalui
MEA, negaraanggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis
produks yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan
dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya
ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, merekajuga
memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevans dan
kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunyainstrumen
hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause.
Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena
terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang.
Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam
Pasal XXI1V GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk
menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal
XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan digjukannya notifikas
tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan
komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem
perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan
pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan
MEA. BilaASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ
institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagal organisasi yang berlandaskan aturan
hukum.

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established.
Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into arules-based single
market and production base. As aregiona economic integration, AEC is based on legal instruments agreed
by the AMS, especialy ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the
WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and
compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC
that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the
relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that
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some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a
compatibility analysis, the provisionsin the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXV
of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise
its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXI1V of the GATT 1994, and
for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications
will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and
that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system
of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature
of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or
institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation.



